
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi 

jaminan kesehatan untuk jasa pelayanan kesehatan dan 

dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan 

tingkat pertama telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah, sehingga perlu melakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 18 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang; 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Kota Singkawang; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dani 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan So sial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 



13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5746); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan 

Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-Katalog (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 999); 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1400); 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 / PMK.02 / 2013 

tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan 

Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan 

Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1610); 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

29. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 

18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang 

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 16); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAPITASI JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 

TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA 

SINGKAWANG. 

PASAL I 

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang (Berita 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dimanfaatkan 

untuk: 

a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui 

Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat 

kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah 

Kota Singkawang. 

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. pelayanan kesehatan dalam gedung, dengan lingkup pelayanan 

kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta 

JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah,contoh belanj a: 

konsumsi untuk penyuluhan/ sosialisasi, transport (bagi peserta 

pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi 



rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur dan uang makan), dan 

lain-lain; 

b. pelayanan kesehatan luar gedung, dengan lingkup pelayanan di luar 

gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada 

peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, contoh belanja: 

uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, 

konsumsi penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber 

pada penyuluhan/ so sialisasi dan lain-lain; 

c. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dengan 

ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan 

pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu 

slap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan 

kesehatan, contoh belanja:Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian 

oh, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan 

pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain; 

d. bahan cetak atau alat tulis kantor, dengan lingkup untuk kegiatan 

ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang 

diperlukan FKTPmilik Pemerintah Daerah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat, contoh belanja: cetak family 

holder, alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, 

brosur, poster, dan lain-lain; 

e. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi, dengan ruang 

lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi 

program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

contoh belanja: transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan 

penerima barang, konsumsi, materai, perangko, hardware dan 

software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, 

langganan internet, LCD, dan lain-lain; 

f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan 

ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan 

kemampuan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas 

dan FKTP milik Pemerintah Daerah, contoh belanja: transport, uang 

harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor 

narasumber, konsumsi, dan lain-lain; 



g. pemeliharaan sarana dan prasarana, dengan ruang lingkup belanja 

ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik 

Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN, contoh belanja: 

penggantian kunti pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan 

FKTP, perbaikan saluran air/ wastafel, biaya tukang, penggantian 

pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan 

pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain; 

h. pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan 

pelayanan kesehatan, dengan ruang lingkup belanja ini adalah untuk 

penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah 

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan 

kesehatan di FKTP milik Pemerintah, contoh belanja: belanja kursi 

tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja 

kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan 

billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain. 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 18 Juli 2019 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 18 Juli 2019 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

HERI APRIADI 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 27 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM,  

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, S.H. 

NIP 19630205 199603 2 002 
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